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ABSTRAK 

Annora, Petra  Getta. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam 

Bidang Kenotariatan. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Herry Subondo M.Hum, 

Pembimbing II Dr. Ali Masyhar S.H., M.H 

Kata Kunci: Notaris, Kejahatan, Sanksi 

Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam membuat akta-akta 

otentik. Notaris dipercaya masyarakat untuk membantu dalam membuat pembuktian 

berupa akta. Namun, dalam setiap pekerjaan pasti memliki kesalahan dalam 

menjalankan tugasnya, kesalahanya berupa kejahatan-kejahatan yang biasa atau 

kejahatan yang sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kejahatan dalam 

bidang kenotariatan ada berbagai macam, kejahatan itu sendiri dapat berupa kejahatan 

perdata, administrasi dan pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain 

mengatur sanksi administratif juga mengatur tentang sanksi perdata, namun didalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dimuat sanksi pidana. Untuk itu skripsi ini 

perlu dipahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang 

kenotariatan pada saat ini dan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam 

bidang kenotariatan pada saat yang akan datang? 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang 

dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari Undang-Undang, wawancara 

dan sekunder yaitu dari pustaka yang ada.  

Berdasarkan penelitian, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam 

bidang kenotariatan pada saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini jika notaris 

melakukan pelanggaran perdata atau administratif langsung dapat diberi sanksi 

perdata maupu admintratif yang telah dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

dan ketika notaris melakukan tindak pidana jika jaksa, penuntut umum dan hakim 

yang akan mengambil fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris harus 

dimintakan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan itu membutuhkan 

waktu sedangkan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang 

kenotariatan yang akan datang perlu mencamtumkan sanksi pidana supaya ketika 

notaris melakukan tindak pidana langsung dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. 

Sanksi pidana sangatlah diperlukan dalam Undang-Undang itu, karena ketika sanksi 

yang lain tidak dapat memungkasnya, maka sanksi pidana harus keluar supaya dapat 

menjatuhkan efek jera kepada notaris yang melanggar tindak pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) 

pasal 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris memiliki peran yang sangat 

strategis dalam membuat akta-akta otentik. 

Jabatan notaris ditunggu kehadirannya untuk membantu melayani 

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai 

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata 

menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang 

telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat (Entin dan Jawade, 

2017: 47-50). Peran Notaris dalam menciptakan kepatutan dalam perjanjian 

memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkenaan dengan akta 

para pihak yaitu perjanjian, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Herry Susanto, 

2010:57). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 

adalah pejabat umum yang berwennang untuk membuat akta otentik dan memiliki 
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kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

Kewenangan notaris diterangkan lebih jelas lagi dalam penjelasan Undang-

Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan: 

“Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yangdibuat oleh atau 

dihadapa notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga karena dikendaki oleh pihak yang 

berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang 

berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta 

otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa 

yang diberitahukan para pihak kepada notaris. namun notaris 

mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat 

dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai 

dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya 

sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses 

terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan 

demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan 

ditandatanganinya” 

Dengan demikian kepatutan akta para pihak belum secara jelas 

dicantumkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris (Herry Susanto, 

2010:57-58) 

Notaris dapat membuat akta ketika para pihaknya membutuhkan 

perjanjian yang akan disahkan oleh notaris, karena notaris merupakan pejabat 

umum, notaris yang merupakan pejabat umum dimuat dalam Pasal 1 angka 1 

UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 

UUJN. Tiap perjanjian tersebut mempunyai pengertian dan ciri tersendiri sebagai 
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pembeda antara perjanjian-perjanjian yang ada. Adanya pengertian dan ciri 

yang berbeda tersebut merupakan signifikasi batas tiap perjanjian (Habib Adjie, 

2010:3). Kedudukan pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris

tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya selama sepanjang 

kewenangan tersebut tidak mejadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya dalam 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut 

menjadi kewenangan Notaris. Menurut Subekti yang dinamakan surat akta adalah 

“suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau 

peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”, sedangkan menurut

Sudikno Martokusumo “surat yang diberi tandatangan yang memuat perisiwa-

peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula 

dengan sengaja untuk pembuktian”. 

 Masyarakat yang menggunakan jasa hukum notaris, menganggap akta-

akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai 

alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan 

mengharapkan akan memberikan jaminan kepastian hukum atas kebenaran isi 

akta yang dibuatnya, karena masyarakat yang menggunakan jasa  notaris 

menganggap notaris jauh lebih mengerti dan menguasai bidang ilmunya, sehingga 

masyarakat merasa aman jika maksud yang dikehendaki akan dituangkan dengan 

benar ke dalam akta otentik yang dibuat notaris yang dipilih sendiri, karena 

kepercayaan akan kualitas ilmu dan kinerjanya. The Notaries lack of knowledge 

of their official duties may be attributed to several reasons (Michae LC and R.J 

Richards, 1997). Namun tidak semua yang dilakukan oleh notaris itu benar karena 
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notaris juga dapat  melakukan kejahatan dibidangnya. Kejahatan-kejahatan yang 

dilakukan oleh pejabat khususnya notaris itu dapat berupa kejahatan perdata, 

administratif maupun pidana dapat dilakukan oleh  siapapun termasuk notaris.  

 Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga 

merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (penal law enforcement policy) 

(Barda Nawawi Arief, 2012:9). Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan 

dari sistem hukum pidana. Marc Ancel mengatakan bahwa setiap masyarakat 

yang terorganisasi memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan 

hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu 

mekanisme pelaksanaan pidana. Ingin ditegaskan bahwa pada hakikatnya masalah 

kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-

undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana 

juga memerlukan pendekatan faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, 

historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari 

berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial 

dan pembangunan nasional pada umumnya (Barda Nawawi Arief. 2008:24). 

Dalam setiap jabatan pasti memliki kesalahan dalam menjalankan 

jabatannya, kesalahanya berupa kejahatan-kejahatan yang biasa atau kejahatan 

yang sangat merugikan orang lain dan diriya sendiri. Tindakan yang berskala 

kecil tentu tidak menimbulkan gejolak besar pada masyarakat, sedangkan 

individu yang diikuti dan mempengaruhi masyarakat secara luas akan 

menimbulkan kegoncangan yang luas (Ali Masyhar, 2016). Kejahatan adalah 

suatu gejala anti sosial yang harus diberantas demi kelancaran hidup masyarakat. 
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Kejahatan ada dan selalu akan ada di dalam masyarakat, terjadi disetiap ruang, 

tempat, waktu dan bangsa, ia merupakan fenomena kehidupan manusia (Ali 

Masyhar, 2008:67).   

Kejahatan dalam bidang kenotariatan dapat dilakukan oleh notaris 

sendiri, kejahatan atau kesalahan  dalam penggolongan kejahatan tersebut sanksi-

sanksinya berbeda-beda. Kejahatan dalam bidang kenotariatan ada berbagai 

macam, kejahatan itu sendiri dapat berupa kejahatan perdata, administrasi dan 

pidana. Dalam penggolongan jabatan tersebut sanskinya untuk menjatuhkan 

disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh notaris itu sendiri. UUJN 

ada empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh notaris. The mechanism of application of administrative sanctions 

to a notary should be directly imposed by the Supervisory (I Ketut Rai 

Setiabudhi). Pada Pasal sanksi administratif beberapa Pasal yang disebutkan 

secara limitatif. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terdiri: 

1. Peringatan tertulis. 

2. Peringatan lisan. 

3. Pemberhentian sementara. 

4. Peberhentian dengan hormat. 

5. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

 UUJN mengatur sanksi administratif juga mengatur tentang sanksi 

perdata. Sanksi perdata pada umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas 

pelanggaran hukum perdata. Dalam tata hukum, hukum perdata merupakan 

hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam 
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memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dalam sanksi untuk menjatuhkan 

hukumannya disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh notaris itu 

sendiri. Sanksi itu agar para pelanggar tidak melakukannya lagi. Namun dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris memuat sanksi perdata dan administratif tidak 

memuat sanksi pidana, padahal tindak pidana juga dapat dilakukan oleh notaris. 

Notaris yang melakukan tindak pidana tidak berarti tidak dapat di berikan sanksi 

pidana. Semua tindakan yang dapat merugikan orang lain pasti akan mendapatkan 

sanksinya. Dalam uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: 

“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang 

Kenotariatan”. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Permasalahan penulis ajukan ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Permasalahan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap notaris pada saat 

ini. 

2. Sanksi yang dapat dikenakan notaris ketika melakukan kesalahan. 

3. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian sanksi terhadap notaris pada 

saat yang akan datang. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian akan difokuskan terhadap Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan. Dalam penelitian ini penulis 

ingin mengetahui apabila notaris melakukan kesalahan yang dilakukannya dengan 

menggunakan sistem hukum pidana yang tidak tercantum dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris. 
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang 

kenotariatan pada saat ini? 

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang 

kenotariatan pada masa yang akan datang? 

1.4 TUJUAN MASALAH 

Tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap 

tindak pidana yang dilakukan notaris. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang seharusnya diambil 

dalam menanggulangi tindak pidana bidang kenotariatan. 

1.5 MANFAAT MASALAH 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat 

praktis yang diharapkan diantaranya yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan Ilmu Hukum Pidana 

serta menambah wawasan untuk mengetahui ilmu-ilmu baru dalam 

kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang 

kenotariatan. 
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b. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian ini dapat sebagai pengetahuan dan 

wawasan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap 

kejahatan dalam bidang kenotariatan 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan 

teoritis yang diharapkan diantaranya yaitu : 

a. Penelitian ini menghasilkan konsep-konsep yang baru untuk 

memberikan masukan kepada teori-teori hukum pidana. 

b. Dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

hukum pidana yang dapat digunakan sebagai refrensi dalam penelitian 

sejenis. 



9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Abdurrahman Harit’s Ketaren 

Skripsi Abdurrahman Harit’s Ketaren dengan judul 

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan 

Akta Authentik (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/P.Lsm). Skripsi ini 

focus pada pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam hal tindak 

pidana pemalsuan akta autentik, skripsi ini mengangkat rumusan masalah 

berupa, Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta authentic dan 

Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana 

pemalsuan akta authentik? 

Dari rumusan masalah yang diangkat oleh Abdurrahman Harit’s

Ketaren menurut penulisnya Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam 

Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik bahwa notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pembuatan akta 

autentik ini hanya dilaksanakan oleh notaris sejauh pembuatan akta 

autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam 

pembuatan akta autentik notaris memiliki pertanggungjawaban pidana 

yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana 

pemalsuan akta sanksi berupa hukuman penjara dan sanksi administratif. 
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1.1.1 Sulistiyono 

Tesis Sulistiyono dengan judul Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode 

Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di 

Kabupaten Tangerang. Tesis ini mengangkat rumusan masalah berupa, 

Pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten 

Tangerang dan Bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan 

Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat 

mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten 

Tangerang? 

Dari rumusan masalah yang diangkat dari tesis ini fokus pada 

pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh notaris dan bagaimana 

pelaksanaan yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia 

sebagai organisasi profesi yang dapat mengikatkan terhadap notaris yang 

melanggar kode etik. 

Penilitian terdahulu yang telah penulis jadikan pembanding dengan 

penelitian penulis, dimana penelitian terdahulu dengan penelitian penulis 

sangat berbeda. Penulis telah membuat tabel perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis, tabel perbandingan tersebut dapat 

dilihat dibawah ini: 
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Uraian Abdurrahman Harit’s

Ketaren 

Tesis Sulistiyono Skripsi Penulis 

Judul Pertanggungjawaban Pidana 

Notaris Dalam Hal Tindak 

Pidana Pemalsuan Akta 

Authentik (Studi Putusan 

Nomor: 

40/Pid.B/2013/P.Lsm) 

Pelaksanaan Sanksi 

Pelanggaran Kode Etik 

Profesi Notaris Oleh 

Dewan Kehormatan 

Ikatan Notaris Indonesia 

Di Kabupaten Tangerang 

Kebijakan Hukum 

Pidana Terhadap 

Kejahatan Dalam 

Bidang Kenotariatan 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana peranan 

notaris dalam pembuatan 

Akta Authentik? 

2. Bagaimana 

pertanggungjawaban 

pidana dalam hal tindak 

pidana pemalsuan Akta 

Authentik? 

1. Pelanggaran kode etik 

apa saja yang 

dilakukan oleh notaris 

di Kabupaten 

Tangerang? 

2. Bagaimana 

pelaksanaan sanksi 

yang dijatuhkan 

Dewan Kehormatan 

Ikatan Notaris 

Indonesia sebagai 

organisasi profesi 

dapat mengikat 

terhadap Notaris yang 

1. Bagaimana kebijakan 

hukum pidana 

terhadap kejahatan 

dalam bidang 

kenotariatan pada saat 

ini? 

2. Bagaimana kebijakan 

hukum pidana 

terhadap kejahatan 

dalam bidang 

kenotariatan pada 

masa yang akan 

datang? 
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melanggar kode etik di 

Kabupaten Tangerang? 

Tujuan Untuk mengetahui 

bagaimana notaris 

bertanggungjawab atas 

pemalsuan akta authentik 

yang telah dibuatnya. 

Untuk mengetahui 

pemberian sanksi yang 

dijatuhkan Dewan 

Kehormatan Ikatan 

Notaris Indonesia sebagai 

organisasi profesi dapat 

mengikat terhadap 

Notaris yang melanggar 

kode etik. 

Untuk mengetahui 

pengaturan hukum 

pidana terhadap tindak 

pidana yang dilakukan 

notaris. 

Hasil Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang 

untuk membut akta autentik 

dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-

undang ini atau undang-

undang lainnya. Wewenang 

notaris dalam membuat ata 

autentik ini hanya 

dilaksanakan oleh notaris 

Pelanggaran yang 

dilakukan oleh notaris 

dan diketahui oleh 

majelis Kehormatan 

Notaris karena adaya 

pelaggaran kode etik 

antara lain : 

a. Pembuatan akta yang 

tidak sesuai dengan 

Undang-Undang 

Jabatan Notaris.  

Dalam kebijakan hukum 

pidana saat ini ketika 

notaris melakukan 

tindak pidana harus 

mendapatkan izin dari 

Majelis Kehormatan 

Notaris yang akan 

memberikan persetujuan 

atau penolakan kepada 

penyidik, penuntut 

umum, hakim padahal 
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sejauh pembuatan akta tidak 

dikhususkan bagi pejabat 

umum lainnya. Dalam 

pertanggungjawaban pidana 

yang harus dilakukan oleh 

seseorang yang melakukan 

tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana 

notaris dalam tindak pidana 

pemalsuan yaitu sanksi 

berupa hukuman penjara 

dan sanksi administratif . 

b. Penandatangani akta 

yang tidak dilakukan 

di hadapannotaris. 

c. Membuat akta di luar 

wilayah jabatannya. 

d. Ketentuan mengenai 

pemasangan papan 

nama di depan atau di 

lingkungan kantor 

notaris. 

e. Persaingan tarif tidak 

sehat. 

f. Melaukan publikasi 

atau promosi diri 

dengan mencantumkan 

nama dan jabatannya. 

Dalam pelaksanaan sanksi 

yang dijatuhkan oleh 

Dewan Kehormatan Ikatan 

Notaris Indonesia sebagai 

organisasi profesi terhadap 

Notaris yang melanggar 

sudah jelas notaris 

melakukan tindak 

pidana karena didalam 

Undang-Undang Jabatan 

Notaris tidak 

mencantumkan sanksi 

pidana. Kebijakan 

hukum pidana pada saat 

yang akan datang 

seharusnya Undang-

Undang Jabatan Notaris 

mencantumkan sanksi 

pidana supaya ketika 

notaris melakukan 

tindak pidana langsung 

dapat dikenakan sanksi 

berupa pidana. 
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kode etik adalah : 

a. Teguran. 

b. Peringatan. 

c. Schorzing dari 

keangotaan 

perkumpulan. 

Saran Pengaturan hukum di 

Indonesia haruslah 

ditegaskan dan hakim harus 

mempertimbangkan segala 

sesuatu yang harus 

dipertimbangkan. 

Seharusnya hukuman yang 

menyangkut profesi 

haruslah diberi hukuman 

yang lebih berat 

dikarenakan ia telah 

mengerti akan perbuatannya 

dan ia telah mengetahui 

sanksi apa saja yang  terjadi 

apabila ia melakukan tindak 

pidana tersebut. Dan setiap 

Kode etik notaris 

merupakan suatu kaedah 

moral yang ditentukan 

oleh perkumpulan Ikatan 

Notaris Indonesia 

berdasarkan Keputusan 

Kongres Perkumpulan 

dan/atau yang ditentukan 

dan diatur dalam 

peraturan perundang-

undangan yang mengatur 

tentang hal itu. 

Dalam memberikan 

sanksi pidana terhadap 

notaries tidak perlu 

menunggu adanya 

persetujuan dari Majelis 

Kehormatan Notaris jika 

sudah terbukti 

melakukan tindak 

pidana dan Undang-

Undang Jabatan Notaris 

seharusnya

mencantumkan sanksi 

pidana supaya ketika 

notaris melakukan 

tindak pidana dapat 

langsung di beri sanksi

berupa pidana. 
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acara pengadilan harus 

sesuai dengan Berita Acara 

yang telah diatur jangan 

sampai cacat hukum. 

Dari tabel diatas terkait perbedaan penelitian terdahulu dapat dikatakan 

berbeda dengan yang akan penulis sampaikan dalam bentuk skripsi, yang akan 

diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Pengertian Kebijakan 

Prof. sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, 

yaitu (Barda Nawawi Arief, 2011:3) : 

a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 

b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara dari pengadilan dan polisi. 

c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 

untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat. 

Hal lain mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal 

merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam
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menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel

yang dirumuskan sebagai “the rational organization of the control of

crime by society”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc 

Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “Criminal policy is

the rational organization of the social reaction to crime”. Berbagai 

definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah : 

a. Criminal Policy is the science of responses 

b. Criminal policy is the science of crime prevention  

c. Criminal polic is a policy of designating human behavior as crime 

d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime 

2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana 

Marc Ancel mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah 

“modern criminal science” terdiri dari tiga komponen “Criminology”,

“Criminal Law” dan “Penal Policy”. Dikemukakan olehnya, bahwa

“Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif 

dirummuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya 

kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau 

pelaksana putusan pengadilan (Barda Nawawi Arief. 2008:23). 

Menurut A. Mulder. “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan

untuk menentukan: 
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a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu 

diubah atau diperbarui. 

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana. 

c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian Marc Ancel yang 

menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem 

hukum pidana yang terdiri dari: 

a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya. 

b. Suatu prosedur hukum pidana. 

c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana. 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana 

yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2011:27-28). 

2.2.3 Notaris  

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 

(1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang 
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berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-unang ini berdasarkan undang-

undang lainnya.menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat 

umum openbare ambtenaren karena erat hubungannta dengan wewenang 

atau tugas kewajiban yang utama membuat akta-akta otentik. 

Tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para 

pihak dalam bentuk tertulis dalam format tertentu, sehingga merupakan 

suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam 

suatu proses hukum. Sikap notaris pada saat melaksanakan profesinya 

secara prinsip notaris nersikap pasif melayani para pihak yang menghadap 

kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta 

apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah atau 

menambah apa yang diterangkan para penghadap (R. Subekti, 1987:27). 

1.2.4 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris 

2.2.4.1 Kewenangan Notaris 

Kewenangan Notaris terdapat pada pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 perubahan UU 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris): 

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
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undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, enyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

2. Notaris berwenang pula : 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

Penjelasan : ketentuan ini merupakan legallisasi terhadap akta di 

bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau 

oleh para phak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan 

pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. 

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan degan mendaftar dalam 

buku khusus 

c. Membuat kopi ari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan. 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta. 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

g. Membuat akta risalah lelang. 
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3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatu dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah yang 

menjadikan para masyarakat ingin melindungi hak-hak yang dimilikinya 

dengan membuat akta yang disahkan oleh Notaris baik dari masyarakat 

menengah ke bawah sampai dengan pengusaha, yangdisebut sebagai 

pengusaha ialah orang yang menjalankanperusahaanya kepada orang lain, 

dan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak – pihak lainya. 

(Hasyim, 2009:128). 

2.2.4.2 Kewajiban Notaris 

Notaris yang menjalankan tugasnya memiliki Kewajiban, 

kewenangan serta larangan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 yaitu sebagai berikut (UU No. 2 Tahun 2014 perubahan UU 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) : 

Pasal 16 ayat (1) 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: 

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum 

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris 
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c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta. 

d. Mengeluarkan Grosse Ak.ta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta 

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai 

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan 

lain. 

g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 

yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika 

jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut 

dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah 

Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap 

buku. 

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga. 

i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan. 

j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i 

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar 

wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada 

minggu pertama setiap bulan berikutnya. 

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan. 

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan 

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. 

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris . 

n. Menerima magang calon Notaris.  

2.2.5.2 Larangan Notaris 

Larangan notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu: 

(1) Notaris dilarang: 

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. 

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah. 

c. merangkap sebagai pegawai negeri. 

d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara. 

e. merangkap jabatan sebagai advokat. 
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f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau 

Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris 

h. menjadi Notaris Pengganti 

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan 

dan martabat jabatan Notaris.  

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dikenai sanksi berupa: 

a. peringatan tertulis 

b. pemberhentian sementara 

c. pemberhentian dengan hormat 

d. pemberhentian dengan tidak hormat.  

Notaris memiliki larangan dala menjalankan tugasnya, larangan tersebut 

harus dihindari oleh oleh notaris supaya dalam menjalankan tugasnya 

notaris tersebut tidak mendapat sanksi yang telah dimuat ketika notaris 

tersebut melakukan apa yang telah dilarang. 
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1. KERANGKA BERPIKIR 

Undang-Undang 

Jabatan Notaris 

No. 2 Tahun 2014 

Undang-Undang 

Jabatan Notaris 

No. 3 Tahun 2004 

Notaris 

Sanksi Perdata 
Sanksi 

Administrasi 

Masih terdapat 

pelanggaran

pidana notaris 

Sanksi pidana  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

1. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya tercantum sanksi perdata dan 

sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut terdapat pada pasal 84 UUJN dan 

Pasal 85 UUJN. 

a. Pasal 84 UUJN berbunyi, Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, 

Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu 

akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang 

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 

Bunga kepada Notaris. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan 

bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi 

perdata. 

b. Pasal 85 UUJN berbunyi, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 

UUJN yaitu, jika notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) 

huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, 

Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka notaris akan dijatuhi sanksi 

berupa: 

1) Teguran lisan 

2) Teguran tertulis 
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3) Pemberhentian sementara 

4) Pemberhentian dengan hormat 

5) Pemberhentian tidak hormat 

Pada pasal 85 UUJN termasuk sanksi administratif yang dapat diberikan 

kepada notaris ketika melakukan kesalahan yang termasuk kedalam 

kategori sanksi administratif. 

c. Sanksi pidana diterapkan dari KUHP dengan mmelewati proses dari 

Majelis Kehormatan Notaris 

2. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam waktu yang akan datang perlu 

mencamtumkan sanksi pidana supaya ketika notaris melakukan tindak pidana 

langsung dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana sangatlah 

diperlukan dalam Undang-Undang itu, karena ketika sanksi yang lain tidak 

dapat memungkasnya, maka sanksi pidana harus keluar supaya dapat 

menjatuhkan efek jera kepada notaris yang melanggar tindak pidana 

penggelapan pajak, pemalsuan dokumen atau surat, pencucian uang dan 

tindak pidana korupsi. 

5.2 SARAN 

1. Memberikan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana, 

seharusnya tidak perlu menunggu adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan 

Notaris jika terkait dengan akta, tidak perlu menunggu penjelasan dari pihak 

notaris ketika sudah jelas terdapat pihak yang dirugikan karena tindak pidana 

notaris. 
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2. Undang-Undang Jabatan Notaris waktu yang akan datang perlu mencantumkan 

sanksi pidana agar ketika notaris melakukan tindak pidana langsung dapat 

dijatuhkan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana sangatlah diperlukan dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris, karena ketika sanksi yang lain tidak dapat 

meyelesaikannya sanksi pidana dapat digunakan sebagai upaya terakhir 

khususnya terkait dengan penggelapan pajak, pemalsuan dokumen atau surat,

pencucian uang dan korupsi. 
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